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WALIKOTA PALANQKA RAYA 

PERATURAN WALIKOTA PALtNGKA RAYA 
NOMOR .47 .. TAHUN 12020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUG~S, FUNGSI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS Dt\ERAH PUSAT ;-KESEHATAN HEWAN PADA 
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANQAN KOTA PALANGKA RAYA 

Menimbang 

' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA:rj{G MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA 1RAYA, 
' 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 
I 

ayat ( 1) Peraturan Met1;iteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
bahwa Pemerintah Kabupa.ten/Kota dapat membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 

b. bahwa um:uk melaks<tnakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kota P:alangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 ten tang Pembentu!kan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya; 

c. bahwa pembentukan U~it Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Pusat Kesehatan I Hewan pada Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan1 Kota Palangka Raya untuk 

I 

melaksanakan kegiatan t~knis operasional berdasHrkan 
kebutuhan daerah yang 1telah memenuhi kriteria dan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku; 

d. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a , b dan huruf c , maka perlu 
menctapkan Peraturan W:alikota Palangka Raya tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

I 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat 
Kesehatan Hewan pa~a Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Pialangka Raya; 
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Un dang-Undang Nom9r 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kota Pn{dja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indo!jlesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran : Negara Republik Indonesia 
Nomor 2753); 
Undang-Undang Nomqr 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan; Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 

Indonesia Tahun 20?,4 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratµ ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara ReRubik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 
Undang-Undang Nomoir 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daer ah i (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 ~4 Nomor 244, Tambahan 

I 

Lembaran Negara Rep4blik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diuJbah beberapa kali, terakhir 

I 

dengan Undang-Undang 1Nomor 9 Tahu n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Ata~ Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Perp.erintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran NeJara Republik Indonesia Nomor 

I 

5679); 
Peraturan Pemerintah N0mor

1 

18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Tahun 201~ Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah <iliubah dengan Peraturan 

I 

Pemerintah Nomor 72 Trun 2019 tentang Peruba.han 
Atas Peraturan Pemeri9tah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

I 

Peraturan Pemerintah NCDmor 11 Tahun 2017 tentang 
I 

Manaj~men Pegawai Sipi~ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 N9mor 6037); 
Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

I 

Pembinaan dan Pe~gawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (½embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nopior 6041); 
Peraturan Menteri Dalam iNegeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembe~tukan dan klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksanar Teknis Daerah (Berita Negara 

' 
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Republik Indonesia Tahpn 2017 Nomor 415); 
Peraturan Pemerintap Menteri Pendayagunaan 

I 

Aparatur Negara Nonior 41 Tahun 2018 ten tang 
I 

Nomenklatur Jabatan felaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

I 

Nomor 1273); 
Peraturan Daerah Kota :Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan: dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota · Palangka !Raya (Lerrbaran Daerah Kota 

I 
Palangka Raya Tahunj 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota talangka Raya Nomor 2); 
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 
2019 ten tang Kedudukah, Susunan Organisasi, 'fugas, 
Fungsi dan Tata Kerja dinas · Pertanian dan Ketahanan 

I 
Pangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2q19 Nomor 49); 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 
2017 tentang Pembent+.kan Produk Hukum Daerah 
Kota Palangka Raya (Ber~ta Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2017 Nomor 1). 

lvlEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA fALANGKA RAYA TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN QRGANISASI, TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT ~ELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PUSAT KESEHATAN HEWi~.N PADA DINAS PERTANIAN 
DAN KETAHANAN PANGAN ~OTA PALANGKA RAYA. 

BABI 
KETENTUAN UMU~ 

' 

Pasal 1 
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud <l1ngan : 
1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kott Palangka Raya. 
3 . W alikota adalah W alikota Kota Palangka Ralya. 
4. Dinas adalah Dinas Pertanian •, dan Ket~anan Pangan Kota Palangka 

Raya. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertaniap dan Ketahanan Pangan Kota 

Palangka Raya. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Palangka Raya. , 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanj]Lltnya disingkat UPTD adalah 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehat.an Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Pala1:1gka Raya. 

8. UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Ttjknis Daerah Pusat Kesehatan 
Hewan Kota Palangka RRya. 
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Kepala UPTD adalah Kepala Unit Petaksana Teknis Daerah Pu.sat 
Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanialll dan Ketahanan Pangan Kota 
Palangka Raya. 

I 

Sub Bagian Tata Usaha adalab. Sub 1Bagian Tata Usaha pada Unit 
Pelaksana Tekn.is Daerah (UPTD) Pusat I Kesehatan Hewan pada Dinas 

I 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pa~angka Raya. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah ~epala Sub Bagian Tata Usaha 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT~ Pusat Kesehatan Hewan pada 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kpta Palangka Raya. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disihgkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat terte~tu, diangkat sebagai Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh i pejabat Pembina kepegawaian 
untuk mendudukan jabatan pemerintahan. 
Kelornpok Jabatan Fungsional adalah s~kelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan denga.n ' pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampi\an tertentu. 
Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegia~an pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangup an. 
Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet 

I 

adalah segala usaha komunitas yang mf mengaruhi dan dipengaruhi 
oleh 8eni dan ilmu kedokteran hewa31 (veteriner) dalam rangka 
pencegal1an penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatan 
kesejahteraan manusia. 
Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran 
penyakit atau kejadian yar1g berhubungan dengan kesehatan, serta 
faktor-faktor yang dapat memengaruhi keadaan tersebut. 

I 

BAB II 
PEMBENTUKAN . 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk u nl,it Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada'. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kota Palangka Raya. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
( 1) Susunan Organisasi UPTD Pu sat Kesehatan, Hewan pada Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya ;sebagai berikut : 
a. Kepala; : 

I 

b . Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksaifa Teknis Daerah (UPTD) Pusat 
Kesehatan Hewan pada Dinas Pertaniaq dan Ketahanan Pangan Kota 
Palangka Raya sebagaimana dimaksud ipada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak I terpisahkan dengan Peraturan 
W alikota ini. 

(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dae:rah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan 
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan I Pangan Kota Palangka Raya 
memiliki klasifikasi kelas A dengan beban ikerja yang besar. 

I 

( lj 

(2) 

BAB IV 
KEDUDUKAN 

Pas214 
pada 
Raya 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ]?usat Kesehatan Hewan 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pa\ngan Kota Palangk.a 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang 
melaksanakan sebagian tugas dinas. 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dirnas Pertanian dan Ketahanan 

I 

Pangan Kota Palangka Raya dipim.pin oleh seorang kepala yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah tlan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

1 

BABV 
I 

TUGAS POKOK DAN FWNGSI 
I 

Pasal 5 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Pusat ~esehatan Hewan pada Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pal~gka Raya mempunyai tugas 
pokok: 
(1) menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 

I 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat veteriner 

I 
sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 
menyusu.n program, mengoordinasik<t11, membina, mengatur, 
mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, medik 

I 

reproduksi dan kesehatan masyarakat vete~iner; 
menyusun program, mengoordinasik4"-n, membina, mengatur, 
mengendalikan standar kompet~nsi pelayapan kesehatan hewan, medik 
reproduksi dan kesehatan masyarakat vete~iner; 
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, 

I 

mengenp.alikan, dan mengevaluasi pelayar;ian kesehatan hewan, medik 
reproduksi dan pelayanan kesehatan masy~rakat veteriner; 
melaksanakan epidemologi penyaki.t he~an, memberikan konsultasi 
veteriner dan penyuluhan kesehatan hewa:p., melaksanakan peng.elolaan 
inforrnasi veteriner dan kesiagaan darurat ,~abah. 
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan :oleh pimpinan sesuai dengan 
bidang tu.gas. 



- 6 -

Pa.Sal 6 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaim~na dimaksud dalam pasal (5) 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat

1 
Kesehatan Hewan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kata Pal$-ngka Raya menyelenggarakan 
I 

fungs1: 
(1) penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kbta Palangka Raya ; 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

penyusunan program, koordinasi, pf:!mbinaan, pengaturan, dan 
pengendalian penyakit hewan, penyakit reproduksi dan kesmavet; 
penyusunan program, koordinasi, p~mbinaan, pengaturan, dan 
pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu 
penyusunan program, koordinasi, Pf mbinaan, pengaturan, dan 
pengendalian penyaki: hewan, kesehat~ reproduksi dan pelayanan 

I 

kesmavet; 
penyusunan program, koordinasi, pembfnaan ,penyuluhan kesehatan 
hewan, kesehatan reproduksi dan kesmavet. 
pembinaan, pengaturan dan pengendalian lketatausahaan; dan 
pelaksanaan pembinaan, monitoring, ' evaluasi dan pelaporan 

I 

pelaksanaan tugas. 

BAB VI 
URAIAN TUGAS 

Pasal 7 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotlt Palangka Raya mempu.nyai 

I 
tugas: 

I 

(1) menyusun re:ncana kegiatan dan anggaran iUPTD Puskeswan; 
(2) menyiapkan bahan kerja dan memberikaln petunjuk kepada bawahan 

agar mempedomani prosedur kerja yang \ditetapkan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

(3) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan <!ldministrasi kegiatan-kegiatan 
UPTD Puskeswan; ' 

(4) memeriksa dan memberi paraf draft surat 1keputusan dan dokumen lain 
yang telah dikonsep terkait untsan UPTD Puskeswan; 

I 

(5) melaksanakan pelayanan teknis operasion~ penyehatan hewan melalui 
berbagai upaya medik; 

(6) mengawas1 dan membantu pelayanan , konsultasi veteriner dan 
penyuluhan di bidang kesehatan hewan; 

(7) mengawasi pelaksanaan pelayanan epidetmologi, pelayanan informasi 
veteriner; 

' ' 

(8) memberikan masukan dan membuat ruip.usan kepada kepala dinas 
dalam melaksanakan pendeteksian dini danl kesiagaan darurat wabah; 

(9) merumuskan dan atau rnenetapkan penilaii/m kerja bawahan pada UPTD 
Puskes·wan berdasarkan SKP (Sasaran Kerj~ Pegawai) dan Perilaku Kerja 

' ' sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi 1Kerja intern; 
( 10) mengoordinir laporan pelaksanaan tugas UITTD Puskeswan; dan 
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memberikan saran dan atau pertimbartgan kepada atasan mengenai 
I 

langkah atau tindakan yang diambil sesu~ bidang tugasnya; dan 
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang rliberikan pimpinan. 

' I 

Pasal 8 
( 1) Kepala Sub Bagian Tata U saha Unit Pe~aksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
I 

mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan dan 1anggaran UPTD Puskeswan; 

I 

menyiapkan baha~ kerja dan m~mberi~~ petunjuk kepada bawahan 
agar memedoman1 prosedur keIJa yang d1tetapkan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; ' 

b. menyusun pedoman, petunjuk teknis ; dan . administrasi Sub Bagian 
Tata Usaha 

c. memeriksa dan memberi paraf draft ~urat keput'J.san dan dokumen 
lain yang telah dikonsep terkait urusa11 Sub Bagian Tata Usaha.; 

d. mendistribusika11. dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaliliasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

f. mengiku ti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
I 

g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD 
sehingga terwujud koordinasi, sinkroni~asi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; 

h. mengoordinasikan dan melakukan pela1,anan administrasi umum; 
, I 

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan 
I 

administrasi keuangan; 
j. mengoordinasikan dan melakukan p~layanan ketatausahaan dan 

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 
k. merumuskan dan atau menetapkan :genilaian kerja bawahan pada 

I 
Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

I 
SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 

dan perilaku kerja sebagai bahan pen~ajuan Penilaian Prestasi Kerja 
intern; 

1. mengoordinir laporan pelaksanaan t1 gas Sub Bagian Tata Usaha 
kepada Kepala UPTD; dan 1 

m. memberikan saran dan at3.u pertimbai1 gan kepacia atasan mengenai 
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain y~g diqerikan pimpinan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai111ana dimaksud pada ay,'1.t (1) 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pel¥sana Teknis Daerah (UPTD) 
Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

I 
mempunyai fungsi: 
a . mengelola urusan umum; 

l; 

b. mengelola urusan keuangan; 
c. mengelola urusan perlengkapan; dan 

I 

d. mengelola urusan rumah tangga. 
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Pasal 9 
( 1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Upit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada D\nas Pertar .ian dan Ketahanan 
Pangan Kota Palangka Raya terdiri dari: 
a . Medik Veteriner; 
b. Paramedis Veteriner; dan 
c. Pengawas Bibit Ternak; , 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagair~.ana dimaksud pada ayat (1), 
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi: 
a. melaksanakan pelayanan kesehatan hdwan; 
b. melaksanakan pelayanan medik repro~uksi; 
c. melaksanakan pelayanan asisten telfnis kesehatan hewar1 dalam 

membantu tugas dokter hewan; 
d. rr.elaksanakan pelayanan asisten teknis kesehatan reproduksi dalam 

I 

m.embantu tugas dokter hewan; 
e. melaksanakan kegiatan seleksi bibit te1nak unggul; dan 
f. melaksanakan kegiatan pengendalian p

1
opulasi ternak produktif; 

(4) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit P~laksana Teknis Daerah (UPTD) 
Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertpmian dan Ketahanan Pangan 
Kota Palangka Raya berdasarkan keteb.tuan Peraturan Perundang­
Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana. 

I 

( 1) 

(2) 

(3 ) 

(4) 

(5) 

BAB VII 
TATA KERJ A 

Pasal 10 
Untuk menyelenggarakan urusan pemerin~ahru1 yang menja.di tugas dan 
fungsi UPTD disusun standar prosedur k~rja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar ORerasional Prosedur (SOP). 
Ketentuan mengenai standar prosedur ketja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (8PM) , serta Standar

1 
Operasional Prosedur (SOP) 

I 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ): ditetapkan oleh W alikota 
berdasarkan Pera tu ran Perundang-U ndangan. 

I 

Setiap pimpinan satuan organisasi UPT:p wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simi:jlifikasi baik dalam lingkungan 

I 

masing-masing maupun antar sa.tuanJ organisasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah atau dengan insta.nsi l~ n di luar Pemerintah Daerah, 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas 
umum Penyelenggaraan Negara. , 
Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD 1wajib mengawasi, mernimpin, 
mengoordinasikan, membimbing serta :memberikan petunjuk bagi 
pelaksana tugas bawahannya apabila ; terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang di{Perlukan sesuai Peraturan 
Perundang-U ndangan. 
Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD Wajib inengikuti dan mematuhi 

I 
petunjuk dan bertanggungjawab kepada : atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara , berkala t¢pat pada waktunya dengan 
tembusan kepada satuan kerja organi~asi lain secara fungsional 

:~ I 

- - - - - - - - - - - - - -
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mempunya:i hubungan kerja. 
(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpi~an satuan kerja dari bawahan 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk rnemberik~n petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kipada bawahan masir.w.g-masing 
setiap pimpinan satuan kerja wajib meng~dakan rapat berkala. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas 
pimpinan satuan organisasi dilaksariakan oleh pimpinan satuan 
organisasi setlngkat di bawahnya. 

{ 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 

I 
I 

I 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (tJPTD) Pus,q_t Kesehatan Hewan, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelofllpok Jabatan Fungsional dan 
Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat 4an diberhentikan oleh Walikota 
atas usulan Sekretaris Daerah; ' 
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mt :ngikuti 
standar kompetensi teknis di bidan~ Urusan Pemerintahan yang 
ditangani yang sesuai ketentuan PeraturF Perundang-Undangan; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan 

I 

Pembinaan kepegawaian di lingkungan: Unit Pelaksana Teknis Daerah 
dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pasal 12 
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susl!lnan kepegawaian di lingkungan 
Unit Pela~sana Teknis Daerah (UPTD) Pusat/ Kesehatan Hewan diangkat dan 
diberhentikan oleh pegawai yang berwetj.ang sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

( 1) 

(2) 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksar*an tugas pokok dan fungsi Unit 
Pelaksana Teknis Daerah bersumber 'dari Anggaran Pendapatan dan 
Belan,ia Negara, Anggaran Pendapatan qian Belanja Daerah Pro·,insi, dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja DJerah Kota Palangka Raya serta 
sumber-sumber lainnya yang sah sesiiai dengan ketentuan Peraturan 

I 
Perundang-undangan. 
Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Palangka Raya sebag~ana dimaksud pada ayat ( 1) 
dianggarkan dan ditetapkan melalui pokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) pada Dinas yang membawahi ; Unit Pelaksana Teknis Daerah 
dimaksud. 
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BABX 
KETENTUAN PENU1I'UP 

Pasal 14 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 
; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta* kan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam \Berita Daerah Kota Palangka 

I Raya. i 

' 
Ditet~pkan di Palangka Raya 
pada ~anggal 9 0..ct ober 2020 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 9 '1<:tober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANOKA RAYA,' 

HAYU 

ALANGKA RAYA, 

BERIT . TA PALANGKA RAYA TAHU[N 2020 NOMOR 46 
~ ' 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 47 TAHUN 2020 
TENTANG-
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI DAN TA'f'A KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS 
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA 
PALANGKA RAYA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN 
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA 

KEPALA 
UPTD 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALASUB 
BAGIANTATA 

USAHA 

A PALANG 
------0 ~ ., KA RAYA ~ ' 

' • 


